
 

 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 100.3.4.2/44/Kept/403.013/2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 

100.3.4.2/56/Kept/403.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN MAGETAN 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a.​ bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi 

Penanganan Konflik Sosial, dalam meningkatkan 

pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk 

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat 

Kabupaten/Kota; 

b.​ bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan 

Bupati Magetan Nomor 

100.3.4.2/56/Kept/403.013/2024 tentang 

Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 

Kabupaten Magetan; 

c.​ bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan, 

susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata 

kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

mengakibatkan perubahan pada susunan anggota, 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

d.​ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan 

Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/56/Kept./403.013/ 

2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan 

Konflik Sosial Kabupaten Magetan; 

 

 



Mengingat : 1.​ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6409); 

2.​ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 

2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

3.​ Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 4421); 

4.​ Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4439); 

5.​ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5249); 

6.​ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5315); 

7.​ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

 



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8.​ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573; 

9.​ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3373); 

10.​ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

11.​ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5658);  

12.​ Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13.​ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14.​ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik 

 



Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 506); 

15.​ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 506), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16.​ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 

100.3.4.2/56/Kept./403.013/ 2024 tentang 

Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial 

Kabupaten Magetan; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 

100.3.4.2/56/Kept./403.013/2024 tentang Pembentukan 

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten 

Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 12 Maret 2025     

    

Pj. BUPATI MAGETAN, 

TTD 

NIZHAMUL 

 


